ANALISIS YURIDIS PEMILU JUNI 1999
DAN PEMERINTAHAN BARU YANG LEGITIMIT

Rasji’

ABSTRACT

Reform era is rolling and it demands a total change in all aspect of life in running a state.
The agenda of solution to make a change has been compromised through a fair and honest
general clection, which had been decided on 7* June 1999. Nevertheless, it seems that fair
and honest general election is still facing some constraints. These constraints may slow
down or even foil the reformers demands that is to reform a legitimate parliament and
government. This can be solved by involving all components and those who closely have
something to do with the general election in order to create a fair and honest general
election. In this article, the author attempts to do a simple legal analysis form, either the

law which is based on the concemed regulations or the indications which has close
relationship with the reformers demand and the sustaining of the status quo.

Kata Kunci: Hukum, Pemilihan Umum, Pemerintah yang Legitimit.

I. PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia sejak Oktober 1997,
telah berimbas kepada krisis politik dan hukum. Krisis ini dipandang
sebagal dampak dari akumulasi praktik “korupsi, kolusi, dan nepotisme™
yang kemudian dikenal dengan sebutan “KKN" oleh para penyelenggaraan
negara. Lambannya para penyelenggaran negara mengatasi krisis tersebut,
mengakibatkan kondisi ekonomi rakyat, politik, dan hukum semakin parah.
Rakyat semakin menderita, keadilan semakin jauh, dan kehidupan
. kenegaraan semakin kacau, akibatnya muncul gerakan reformasi yang
dipelopori oleh mahasiswa, yang kemudian disambut oleh segenap lapisan
masyarakat.

Gerakan reformasi menghendaki perubahan total atas segala aspek
kehidupan kenegaraan, baik kebjjakan ekonomi, politik, maupun hukum.
Pada awalnya, meskipun para reformis menyerukan perubahan, namun hal
itu tampak sulit diterima para penyelenggara negara. Lembaga penyalur
aspirasi rakyat yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) dan

" Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakana.
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misalnya Undmg-undang No. 2 Tahun 1999 t
UU Parti Politik atan disingkat Uy Parpol)
Talum 1999 tentang Pemilihan Unum (dis
tersebut telah meresp
kepada masyarakat unt
dengan sistem multi p
dengan stelsel daflar,

Dilihat dari kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia yang
menghendaki perubahan total, pemilu kali inj patut disambut dengan
gcm.blra. karena merupakin momentum yang strategis untuk menghasilkan
wakil  rakyat dan  pemerintah yang legitimit di mata rakyat.
}’c‘nnusulahmmya adalah apakah hal tersebut dapat tercipta? Permasalahan
i munenl karena landasan hnknm pemilu adalah hasil kerja MPR, Presiden
dan DPR‘omle baru. Selain itn, pemitu kali ini diwarnai konflik politik yang
sangat tajam antara partai pro status quo dengan partai reformis. Kedua
partai terscbut mempinyai dasar pandangan yang bertolak belakang. Partai
pro status quo mempunyai kepentingan mempertahankan keknasaan,
schingga Rekeliruan-kekeliruan di masa lalu bisa diselamatkan, sedangkan
partai  reformis  mempunyai  kepentingan memperbaiki  bahkan
mempertanggungjawabkan segala kekeliruan di masa lalu oleh penguasa
terdahulu. Di sini jelas akan tarung dua keknatan tersebut, Apabila kekuatan
partai pro status quo lebih besar, dengan lain perkataan memenangkan
pemilu, apakal tnjuan pemilu tersebnt di atas akan tercipta atau hanya akan
melegitimasi kekuasaan status qua?

Melalni tulisan ini, penulis mencoba melakukan analisis sederhana
sccara  lwtkum, baik mengenai peraturan  perundang-undangan yang
melandasi pemiln mavpun indikasi-indikasi yang muncul yang berkaitan
dengan Keinginan reformis dan upaya mempertahankan status quo. Dari sini
penulis mencoba melihat kecenderungan kemungkinan pemiln 7 Juni 1999
menghusilkan lembaga perwakilan rakyat dan pemerintah yang sungguh-
sungguh legitimit secara material atan legitimit secara format atan tidak
legitimil di mata rakyat.

entang Partai Politik (disebut
dan Undang-tindang Nomor 3
n 1 ebut UU Pemilu). Kedna UU
Oh aspirasi reformis, dengan memberi kebebasan
uk mendirikan parpol sesuai dengan aliran politiknya
artal dan telah menetapkan sistem pemtilu proporsional

II. WAKIL RAKYAT DAN PEMERINTAH YANG LEGITIMIT
Gagasan perlunya “wakil rakyat dan pemerintah yang legitinnit”

numeul sejalan dengan gerakan reformasi, yang menolak wakil rakyat
maupun pemerintah hasil pemilu 1997, baik secara institusional maupun

297




ERA HUKUMNO. 4/TH. 5/ APRIL 1999

itn dipaudang scbagai hasil rekayasa politik
la KKN, schingga keberadaan dan produk-

kepada  rakyat, melainkan hanya untuk
terscbut. Ini terbukti dengan duduknya
stri, anak, menantu,

fungsional. Kedua institust
rejim orde baru dengan po
produknya tidak berpthak |
melanggengkan kckuasaan rejim .
omng-i%un: yang mengatasnamakan wakil rakyat dar 1 omenan
kawan, kerabat, dan orang-orang satu golongan dengan pengl;(asa.h ef:“k‘an
pula dalam pemerintah, muncul orang-orang yang merll)tpa an a;l | p‘.’l?
yang sama, misalnya anak, teman, orang dekat, dan sebagainya. Fola ini
ditangkap rakyat Indonesia scbagai penyebab hancurnya el.conomn l?a.ngse.l
Indonesia. Karcna itu, gagasan di atas muncul sebagal S_olust dan anfisipasi
ke dcpan yang Jebih baik. Persoalannya, apa dan bagaimana wakil rakyat
dan pemerintah yang [egitimit terscbut? _ _ o
Meneermati perkembangan reformasi, wakil rakyat yang leglllﬂ_ll
adalah wakil rakyat yang ditcrima dan mendapat dukungan rakyat Indonesia
atau sah di mata rakyat. Wakil rakyat (baik DPR maupun MPR) tersebut,
baik secara institusional maupun fungsional benar-benar mewakili dan
menyuarakan aspirasi rakyat. DPR dan MPR hasil pemilu 1997 dipandalng
sebagai hasil pemilu yang tidak jurdil. Pelaksanaan dan kepuultsan penily
dimanipulasi olch Golkar, dengan berbagai cara kecurangan, sehingga kedua
lembaga perwakilan tersebut bukan atas dasar pilihan rakyat yang
sesungguhnya. Karena itu keduanya dianggap tidak sah di mata rakyat,
Karcna DPR dan MPR tidak legithmit di mata rakyat tersebut, maka
terbentuklah pemerintah yang tidek legitimit pula. Kareno, meskipun
pemilihan dan pengangkatan Presiden Socharto (ketika itu) sesuai dengan
sistem ketatancgaraan Indonesia, yakni dipilih dan diangkat olch MPR
[Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945], namun MPR tersebut bukan penjelmaan
selurub rakya Indonesia yang sebenur-benarnya, Menwrut Penjelasan UUD
1945 MPR adulah vertrenungsorgan des witlen des staatsvolkens [organ
penjelmaan (kehenduk) rakynt negara), yang berarti MPR tersebut sama atau
identik dengan rakyat Indonesin, Suara MPR adulah suvm dengan swnea
rakyat. Kuarcou itu proses penjelmaan rakyat menjudi MPR harus melatwi
pemilihan yang jujur dan adil (tmpa rekaynsa dan kolnst sertn nepotisma),
baik ketikn pemilu wembentuk DPR wmupun pemilihan utusan daerah
mauptin atusan golongun untuk duduk di MPR, Numun, akibnt proses
penjelnaun rukyut menjadi MPR melatui pemifihan wanm yung tidak jurdil,
dircknynsa, dimanipulasi, penuh kecuenngan, dun kolusi, serta nepotisme,
muke MPR - yuug terbentuk  hanys  merwuokun penjolnmun sebugin
(keheuduk) rakynt Indonesin, yukni rakyat yaug heralinn politik Golkur,
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oleh Partai Persatuan
pai pemilu terakhir
dan rahasia). Asas

ini ipet] da pemilu 1997
ini pernah diperjuangkan pa , 199
?sasban u];an (PPP), namun tidak berhasil, schingga sam
997) b sung, umum, bebas, .

crasaskan luber (lang 5, ¢ '
(:rgcir)tagil? fr‘ciasil diperjuangkan pada masa reformasi Int, R);&lu;ggke:nudlan
{iituangkan paik dalam Ketetapan MPR No. XIV/MPPR/1988 ten:ang
Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPR No. lll/l\;)l o Jn ang
Pemilihan Umum maupun UU No. 3 Tahun 999 lc‘ntang (cj::;n p]c ;r:) L :1um,
schingga pemilu Juni 1999 selain berasz'asfcan [uber juga )ul: :? nnya
adalah apa yang dimaksud dengan.asas jujur dfm adil tf:rseb ulk —
Tap MPR di atas maupun uu Pcm'llu tidak menye uUan Jke as
apa yang dimaksud dengan kedua asas di atas. Penjelasan Umum angka 3
huruf a UU Pemilu hanya menyebutkan:

umum: penyelenggara/pelaksana, pemerinlah,
pengawas dan pemantau pemilihan umum,

yang terlibat sccara tidak langsung, harus
undang-undangan yang

“Dalam penyelenggaraan pemilihan
dan partai politik peseria pemilu,

termasuk pemilih serla scmua pihka
bersikap dan bertindak jujur sesual dengan peraturan per

berlaku”.

Dari rumusan tersebut, tersirat indikasi pengertian jujur di sini adalah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu yang bt?rlaku.

Selain itu, jika menggunakan interpretasi akontrario, asas jujur
berarti tidak curang, tidak menyimpang, tidak melanggar, atau tidak
direkayasa, Ini berarti pemilu Juni 1999 tidax boleh dilakukan secara
curang, rckayasa, menyimpang, apalagi bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan pemilu, baik oleh penyclenggara pemilu, pemerintah,
partai peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, bahkan oleh pemilih
pemilu sendiri.

Sementara itu, Penjelasan Umum angka 3 huruf b UU Pemilu
mengartikan kata adil dengan menycbutkan “dalam penyelenggaraan
pemilihan umum, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilihan umum
mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari keeurangan pihak
manapun”, Rumusan ini kurang jelas betul, namun seeara tersirat dapat
diketahui bahwa pemilu yang adil adalah pemilu yang mengandung unsur
pemherian perlakuan yang sama terhadap semua pemilih dan parpol sertal
behas dari keeurangan, :

o Dari penjelasan di atas, dapat penulis katakan bahwa pemilu yang
jurdi} adalah pemilu yang paling tidak memiliki tiga unsur. Pertama sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, kedus semua pemilih dan parpol
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Meskipun KPU melarang politik uang, namun larangan tersepys
masih mengandung kelemahan. Pertama, larangan tersebut dengan tega§
ditujukan pada tahapan kampanye, yang hanyz? memPakan salah.lsatu (.la.n
tahapan pemilu, schingga timbul persoalan l'agl, baganma;na apabila poljtj}
uang itu dilakukan pada tahapan pemilu sclan'l kampgnye. Kedua, laranga.n
itu ditetapkan dengan keputusan KPI.{, sehingga timbul persoalan lagj,
apakah keputusan KPU ini mempunyai kekuatan hukum untuk melaran

dan meminta pertanggungjawaban pelanggar pemilu berupa politik uang?
Terhadap dua persoalan di atas, penulis berpendapat persoalan kedug

tidak ada masalah, meskipun ada pihak yang mempertany. a_kan kewenangan
KPU membuat peraturan. Penulis meclihat KPU sebagai lcrpbaga yang
dibentuk berdasarkan UU (yakni UU Pemilu), yang mempunyai wewenang
otonom. Wewenang ini berdasarkan atribu§1 atau pemberian legislator
kepadanya melalui UU yang dibentuknya. M{s.alr‘nya, Pasal 8_Ayat ) U
Pemilu menycbutkan “Penyelenggaraan Pcmllll.u.m Umum dlllakukan oleh
Komisi Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri...”. Kemudian berkenaan
dengan kampanye pemilu, Pasal 46 Ayat (6) menyebutkan ‘:I“ata cara dan
jadwal waktu kampanye pemilihan umum diatur oleh KPU”. Dari kedua
pasal tersebut, jelas bahwa KPU adalah lembaga otonom yang m(_exppunyai
kewenangan untuk mengatur tugas dan wewenangnya sendiri, yang
diberikan oleh UU Pemilu. Karena itu pelarangan berupa mengunakan
politik uang dalam kampanye yang dikeluarkan oleh KPU adalah sah
(valid), sehingga mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipaksakan
terharap partai peserta pemilu.

Berbeda dengan persoalan kedua, persoalan pertama di atas, jelas
mengandung kelemahan hukum. Selain larangan tersebut dengan tegas bagi
tahapan kampanye, juga sanksi yang diberikan atas pelanggaran larangan
tersebut barupa peringatan atau pemberhentian  kegiatan kampanye,
Keputusan KPU tersebut tidak mencakup larangan pemberian uang atau
barang (politik uang) pada tahapan pemilu mengenai pendafiaran parpol,
pendafiaran pemilih, pencalonan anggota DPR dan DPRD I serta DPRD 1,
pemungutan dan perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu. Misalnya,
pada saat pendaftaran parpol di panitia sebelas, terdapat 12 parpol yang
tidak dapat diterima sebagai peserta pemilu Juni 1999. Andaikata, pada
tahap itu ada suatu partai menggunakan politik uang dengan cara memberi
uang kepada tim sebelas agar partai tertentu tidak diikutsertakan dalam
pemilu, maka baik terang-terangan atau tidak, secara yuridis formal, partai
tersebut tidak dapat dipersalahkan atau dituntut karena menggunakan politik
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;l;?lg;(:]);mlll:lan pula Jika penggunakan politik uang tersebut pada tahapan
. 1N Kampanye, misalnya pada saat pemungutan suara, tidak dapat
dipersalahkan atau dituntut karena melanggar keputusan KPU. ,
PR /tpakah Int pertanda kelemahan hukum yang sengaja diciptakan oleh
, atau Presiden dan DPR yang tidak legitimit di mata rakyat dalam
rangka memenangkan partai tertentu untuk mempertahankan status quo?
Terlepas ia atan tidak kesengajaan itu, penulis melihat kelemahan
pelarangan' money politic ini membuktikan landasan hukum pemilu Juni
1999 masih membuka peluang pemilu tidak jurdil. Ini baru salah satu
contoh. Belum lagi

' kf:mung.kinan-kemungkinan ketidak-jurdilan dalan
praktik pelaksanaan pemilu. Misalnya, kasus 7000 Tentara Nasional Aktif di
Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur ikut daftar pemilu (Anonim, 1999:

tll). .Me§kipun kasus ini dapat diselidiki dan diatasi, namun ini memberi
indikasi adanya peluang-peluang ketidak-jurdilan dalam tahapan pemilu,

t;gkan tidak mungkin hal serupa terjadi pada tahapan-tahapan pemilu
ainnya.

B. Sistem Banyak Partai (Multy Party System)

Pemilu Juni 1999 menggunakan sistem pemilu yang membolehkan
banyak partai politik sebagai peserta pemilu, yang dikenal dengan multy
party system, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 1999 tentang
Partai Politik. Ini berarti semua partai politik yang memenuhi syarat dapat
mengikuti pemilu (Pasal 19 ayat (1) UU Pemilu). Dari hasil seleksi yang
dilakukan Tim Sebelas, yang kemudian telah ditetapkan oleh KPU, pemilu
Juni 1999 diikuti oleh 48 parpol.

Dilihat dari aspek demokrasi, penggunaan sistem banyak partai pada
pemilu Juni 1999 merupakan kemajuan. Sejak sistem ini ditinggalkan
(terakhir pada pemilu 1971 dengan 10 parpol), pemilu di Indonesia dengan
sistem dua parpol dan satu Golkar. Meskipun dari kurun waktu (periode)
pemilu, demokrasi dalam hal ini kebebasan berserikat sebagaimana yang
diamanatkan Pasal 28 UUD 1948 semakin berkembang, namun rakyat
Indonesia tidak dapat mewujudkan kemerdekaan berserikat, khususnya
mendirikan partai politik baru. Hal ini karena pemerintah menerapkan
pendekatan stabilitas nasional dengan pola kekerasan dan otoriter. Selain
itu, pola mayoritas tunggal dan rekayasa politik dengan cara kolusi dan
nepotisme, yang membuat lembaga legislatif dikuasai oleh salah satu partai

(Golkar), membuat rakyat sulit mendirikan aliran politik baru, karena tidak
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memperolch dukungan [egislatil Rakyat beralivan '1‘10]'|tll‘c mf‘“l_hcudak
mendirikan partai baru di uar partai yang berkuasa, diintimidasi, danggap

bversi, dan scbagainya, Scbagai contoh, dllcnlbaga-pcmagyam‘katkunnya
d ’ Pamungkas dan Budiman Sudjatmiko karena

inenfarakannya) Sri Bintan .
(dipenjarakannys) 511 BHEVE Demokrasi Indonesia (disingkat PUD1) dan

hendak mendirikan Partai Uni ' sing
llgnni Rakyat Demokrasi (disingkat PRD). Ini berarti sejak tahun 1974

sampai 1997 tidak nda kemerdeknan (kebebasan) politik, meskipun Pasal 28

D 1945 menjaminnya. » , i
v Selain [meas memilih dan mendirikan parpol  baru,  kemajuay

kebebasan berserikat (berpolitik) ‘jugu dibn!ctikao (]cllgal‘)’ k"b"b:;s“"‘k‘fs“s
parpol sesuai dengan aliran politiknyn masing-musing. .°‘_’3]‘"‘_ c‘l;" \an,
tida ada Ingi atan tidak dapnt dipaksakan lagi, semma partai ’;l' us ‘3"‘}"5"{‘
tunggal Pancasila. Jika penulis mencermuti ke-48 parpol yang a i menyadi
kontestan pemilu Juni 1999, ada beberapa asus: yung |flcla||(lasmya. yang
scearn garis besar dapat dihcdakun atas cmpat asns, ynitu: asas P"“c“s']‘ff
asas agama, asas kchangsaan, dan asas slosu.!lls. Penalis tidak akon mengkaji
scliap partai dan asasnya, nimun himya ingin n'lcnun.nlkkuu bahwa {elah El('in
perkembangan demokrasi yamg wajar sestan dengan kcsx‘ldamn polltllf
masynrakat pada saat ini, Deugan demikian, rakyat ll‘ulomfs‘m mempunya
kebebasan memilih Iebih Iuas sesuai dengan aspirasi politiknya masing-
masing,.

Sistem mmlti partai - membawa  pengaruh - positil  terladap
pembentukan pemerintahan seeavu demokratis, Fal ini tentn dengan syarat
pemilu berjalan Iuber dan jurdil. Pemerintoh akon dibentuk oleh rakyat
(MPR scbagai penjelmaan rakyat) yang schennroyn, dalom arti hukm
rekayusa, berdasarkan aliran politik yang ada i MPR. Rakyat pula (MPR)
sccara demokratis akan menentukan garis-gavis kebijukan negarn, bnik
dalam UUD maupun Ketetapan-ketetapon MPR, ymng larus dilaksnuakan
Presiden (pemerintoh), schingga  gavis-garis kebijnknn  negarn  tersobut
berorientasi sebenar-henamya kepada kepentingan rokynt, Selain itu, mkyat
pula melulni wakilya di DPR akan menctapkan Auggnrn‘dun Pendupntnn
Belanjn Negarn (disingknt APBN), memhunt UU, dan mengontrol tindukan
pemerintah (Presiden), sehingga anggaraa, kebijnkan, maupun tindakanunya
tidnk menyimpung doi kehendak rakyat [sesuni dengan Posal 5 Ayat (1), 23
Ayn‘! (1), dan Penjelnsan Umum UUD 1945], Dongan domikian, pombuntun
kehi _!Ilktlll dm pelayann yong dilaknkan pemerintult akan mengubdi kepndn
kescjnhterman dan kemakmavm rnkyut sebesar-besnrnyn,
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Di sisi lin, megk
terbentuk bergify leg

PN DPR dan MPR gerta pemerintah yang
kurang stabilny

iimig i ,
mit di- magy fakyal, namun dapat mengakibatkan

'] ’cmc 1 t ' A H '
4 Pemeritahan, dalam artl pemerintah relatif scring berganti,

Kondisi yung demikian
» pada u - .
parlementer, kiarcna kcbl::radaalr:uz:l]i?)ya ik g tetjadi pada pemerintahan

pcmcrintnh Sanggat herganguny kcpazgtt;l;r?éi;lc rilticl;ut(al';r}])(;n) ISabinct atau
pculuc'rmlalmn presidensial, seperti Indonesia, ketidak stabi)ian ar:;r;ri}ﬁ}?
(presiden (lilll'pam menteri) - dapat  terjadj seperti d e&crintahan
pnr}cmcntcr, akibat kontrol DPR yang ketat dan keras tcrhadap o
Akibat  kontrol DPR demikian, bjsa terjadi DPR scri%gp memberi

dibentuk MPR.

Selain hal di atas, kemungkinan n
parpol peserta pemilu Juni 19

Sinyalemen ini dikemukakan ol

egartif lain terjadi jika parpol-
99 hanya merupakan partal papan nama.
¢h Syamsuddin Haris, bahwa:

“tidak mengherankan apabila sebagian partai-partai baru sebenamya tidak lebih
dari partai papan nama (huruf miring dari penulis) karena dibentuk atas dasar
virus oportunisme politik yang makin merajalela itu, Pula tidak terlalu
mengejutkan apabila muncul sinyalemen bahwa puluhan partai politik yang
dibentuk selama era reformasi dibiayai oleh kekuatan-kekuatan status quo (huruf
miring dari penulis) yang memanfaatkan virus oportunisme politik sebagai daya
tarik untuk menghancurkan perjuangan kaum reformasi” (Haris, 1999, 5).

Selain beliau, Khofifah Indar Parawansa juga menyatakan “partai pro status
quo antara lain Partai Golkar, PDI Budi Hardjono, PPP, PKU, PDR, dan
PNU” (Parawansa, 1999: 9),

Kedua pendapal di atas memberi peringatan kepada segenap
komponen reformis tentang adanya kekuatan di luar kekuatan reformis,
yang berusaha mempertahankan status quo. Kekuatan itu menjelma dalam
bentuk partai-partai politik papan nama, yang dibiayai oleh kekpatan status
quo. Dari indikasi biaya pembentukan partai dan sasaran/tujuan partal,
secara Implisit yang dimaksud dengan partai papan nama adalah partai-
partai yang hanya berbeda nama, tanda gambar, dan pengurusnya,
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perlit menghimpun dukungan .
. nasyarakat P srhen il ——
partai politik baru peserta pemily, AR melalulpembentukan part

Ditempuhnys Upaya di atas, el

ain karena gangy: ity ald
statng qua memenangkkan f mna sy kekuilin

pemilu dengan cara-cara terdabulu yakni dengan
keeurangan cara lamy, Juga karena keknatan pnlitik orde baru (Gnlkar)

!:tl?l:?gg?o 1}:?{;}{:&2‘:2‘;:1’18 l:“;lﬁy'ilr'ﬂkk'l uc!mgai par'lui yang teluh bersaflah:
politiknya kepad Go]‘qu ; !liy'ara' at  tidak '!agl n'wlfyz.xlurkan aspirasi
dijadikan ala I)cmcn'm‘r-, ‘g‘am- W, pegawai negeri sipil yang hiasanya
aspirasi  politk 'm" &-'11] !'0'|kdr‘, diberi kebebasan untulf mcnyalurszn
Indonsia (AR yi b' UPCl.Cd)'ilinyil'. Angkatan  Bersenjata Republik

slu (ABRI) bukan Jugj schagui alal pemaksa hagi politik Golkar
dalam - rungka pemenangan pemilu, Karena itu, kekuatun status qun
membentuk partai-partai bary (partai papan nama), dengun harapan aspirasi
rflkyﬂl yang peeah dari Golkar dapal dijaring, schingga meskipun rakyat
11<1:1!< memilih Golkar, numun mercka memilib partai kroninya Golkar, yang
hakikatnya suma memilih Golkar, Rakyat terjebuk dengan pola partai papan
nama ersebut, schingg meskipun perolchan suara dari Golkar sedikit,
amun aspirasi pro status quo tetup besar, Person-person yang duduk dalam
parlai-partai - papan  namn  (ersehut  adalah yang mendukung  dan
memperjuangkan  kepentingan  politik  status  quo. Dengan  demikian
kebijakan politik yakni hukum ying dibentuk akan tetap herorientasi kepada
kepentingan status quo,

Munculnya partai-partai papan nama, sangat dimungkinkan dalam
sistem pemiln proprgional. Menurul UU No, 3 Tahun 1999, yang dibentuk
olch Pemerintah Habibie dengan persetujuan DPR hasil pemilu 1997,
pemilu luni 1999 menggunakan sistem terscbut, Terlepas dari apakab ada
skenario politik legislaif orde baru dengan Golkar, yang jelas munculnya
partai-partai papan nama scbngai salab satu kelemahan sistem pemilu
proporsional, Dalam sistem ini, rakyal hanya memilih (anda gambar parpol,
bukan memilih Jungsung wakil rakyat, Sccara formal, perbedaan tanda
gambar dianggap memhbedakan aspirasi politiknya, namun secara material,
aspirasi pnlitik yang diperjunngkannya berganlung kepada siapa wakil
rakyat (ersebut, Dalam sistem proporsional, wakil rakyat ditentukan oleh
pimpinan parpol, karena vakyat hanys memilih tanda gambar parpol. Rakyat
ticdak (uhn siapa yang akan menjadi wakilnya di DPRD 11, DPRD 1, DPR,
hahkun di MPR, Untuk menjodi wakil rakynl, kedekatan orang dengan
rakyat pemilih tdak mutlak perlu, melninkan berusaha lebib dekat dengan
pimpian partni, karena mercknlah yang akan monentukan nomor nominasi
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em ini, rakyal sering terjebak

, »
dalam daftar calon wakil rakyal. D?]'aln 515 |
dalam menyalurkan aspirasi pohtlknya‘, karena wakil r?kyat yang
diharapkan dapat memperjuangkan kcpcntlngapnya, tetjnyata ‘tIdak, karena
mereka lcbih loyal terhadap partainya. Karena itu, partai-partal papan nama

' i, di kil rakyat
imaksudk tuk menjebak rakyat pro reformasi, di mana wakil raky.
oot J akan menyalurkan aspirasi politik

. bartai-partai tersebut berpura-pura yalt .
e : lurkan aspirasi pro status quo. Ini

pro reformasi, namun akhimya menyalurkan
karena wakil-wakil rakyat partai tersebut diisi oleh orang-orang pro status

memang sulit untuk menyebutkan

quo. .
Pada saat ini, sebelum pemilu, g Kan partai

' di antara 48 partai peserta pemilu yang merupaxan p al papan

partal mata ° Haris memberi sinyalemen dan Khofifah

nama. Meskipun Syamsuddin | ‘
Indar Parawansa (sebagaimana penulis kemukakan di muka) menyebut

beberapa partai yang pro status quo, namun jika dikonfirmasi pal‘Tai—partai
tersebut pasti mengelak. Semua partai politik peserta pemilu 1999
rtai reformis, termasuk Partai Golkar. Namun

menyatakan dirinya sebagai pa
formis, misalnya agar segera mengusut dan

ketika didesak oleh tunfutan re . |
mengadili kasus KKN mantan Presiden Soeharto beserta kroninya, tidak

semua partai menyerukan hal yang sama. Dari sini, penulis melihat ada
kemauan politik (political will) partai tertentu yang enggan atau tidak akan
melakukan hal tersebut, sehingga patut dipertanyakan sifat reformisnya,

Dilihat dari kepentingannya, partai-partai yang berindikasikan papan
nama akan tampak jelas setelah MPR dan DPR terbentuk. Pada saat itu,
MPR akan menentukan siapa pemerintah (Presiden) yang akan
menyelenggarakan negara. Bagi partal status quo menghendaki agar
pemerintah  (Presiden) yang  dibentuk adalah yang cenderung
mempertahankan kepentingannya, sedangkan bagi partai reformis
menghendaki agar pemerintah (Presiden) yang dibentuk adalah yang dapat
melakukan pembaharuan. Karena banyaknya partai politik (48 parpol), yang
diramalkan sulit muneul sebagai partai mayoritas, maka dalam rangka di
atas, partai-partai (atau fraksi-fraksi di MPR) akan saling berkualisi untuk
memperjuangkan kepentingan politik yang sama. Di sinilah kepentingan
utama dibentuknya partai-partai politik papan nama. Partai-partai ini akan
menggabungkan kepentingan politiknya dengan partai induknya. Demikian
pula partai-partai reformis dimungkinkan berkoalisi untuk memperjuangkan
kepentingan reformasi.

SaFu kekhawatiran besar apabila koalisi parpol papan nama
menguasai suara mayoritas atau lebih besar dari suara partai pro reformasi di
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MPR 'dan DPR, karena pemerintahan baru yang terbentuk hanyalah
p.emermtahan yang pro atau cenderung mempertahankan status quo, yang
tlda.k ada bedan.ya dengan pemerintahan orde baru atau pemerintahan
kabinet reformasi pembangunan, Jika ini yang terjadi, maka pemilu yang
merupfikan agenda reformasi konstitusional menjadi tidak berhasil.
Pemerintahan baru yang diharapkan, tidak tercipta, karena masyarakat
pemtlih terjebak oleh parpol papan nama yang berkedok reformasi.

C. Penyelenggara Pemily

.Dalam upaya mewujudkan pemilu yang jurdil, UU Pemilu telah
menghilangkan  dominasi peran  langsung  pemerintah  dalam
penyelenggaralan pemilu, pengawasan pemilu, dan pemantau pemilu,
maupun ketgrl1batan pemerintah dalam salah satu parpol peserta pemilu, Hal
sebagai antisipasi terhadap tuntutan reformasi, yang menghendaki pemilu
dilaksanakan oleh lembaga yang independen dan jurdil.

Mengenai penyelenggara pemily, UU Pemilu menyerahkan hal itu
kepada parpol dan pemerintah, yang terakomodasi dalam Komisi Pemilihan
Umum (disingkat KPU). Menurut Pasal 8 Ayat (2) komisi ini berdiri bebas
dan mandiri, yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta pemilihan
umum dan pemerintah, yang beitanggung jawab kepada presiden. Berdiri
bebas artinya komisi ini bukan bagian dari pemerintah atau birokrasi dan
tidak ada campur tangan pemerintah atau birokrasi, sedangkan mandiri
artinya komisi ini mempunyai kewenangan sendiri yang ditentukan oleh
undang-undang dan tidak ditentukan oleh pemerintah atau presiden. Dari
keduduKan dan kewenangannya itu, komisi ini merupakan lembaga otonom
atau ada yang mengatakan independen, karena itu komisi mempunyai
kebebasan menentukan dan membuat kebijakan pemilu sepanjang sesuai
dengan UU Pemilu.

Untuk melaksanakan pemilu, KPU membentuk Panitian Pemilihan
Indonesia (disingkat PPI), yang terdiri atas unsur parpol dan pemerintah,
yang merupakan panitia pemilu pusat, yang berkedudukan di Ibu Kota
Negara Republik Indonesia di Jakarta. PP1 membentuk Panitia Pemilihan
Daerah Tingkkat I (disingkkat PPD I) dengan unsur keanggotaan sama
dengan PPI. Kemudian masing-masing PPD I membentuk PPD II sebagai
pelaksana pemilu di Daerah Tingkat IL Setiap PPD II membentuk Panitian
Pemilihan Kecamatan (disingkat PPK) sebagai pelaksana pemilu di tingkat

kecamatan. PPK membentuk Panitia Pemungutan Suara (disingkat PPS)
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sana pemungutan suara di setiap desa atau kelurahan,
ntuk Kelompok Panitia Pemungutan Suara
laksanakan tugas pemungutan dan perhitungap
(disingkat TPS). Panitia-panitia di atas
milu dan pemerintah, kecuali KPP
lu dan/atau masyarakat (Pasal 10

schagai pelak
Sclanjutnya PPS membe
(disingkat KPPS), yang me
suara di tempat pemungutan suara
terdiri dari unsu-unsur partai peserta pel
terdiri atas unsur parpol pesert'z; ?eml
' an Pasal 20 UU Pemilu}.

e S{Z?gdi atas berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, yang

Umum (disingkat LPU) sebagai

menetapkan Lembaga Pemilihan ! .
penyelel;ggara pemilu. Lembaga ini murm pernennt.ah karena ketuanya
o oleh Menteri Dalam Negari dan seluruh unsur

' ex-offici
dijabat secara i tah. Demikian pula organisasi

taan LPU adalah pegawai pemerin '
e adalah pemerintah. Dengan lain

pelaksana pemilu dari pusat sampai desa _ .
perkataan, pemilu sebelumnya dilakukan atau diselenggarakan murni oleh

pemerintah. Lembaga ini jelas tidak bebas dan mandiri, karena merl:lpakan
bagian dari pemerintah, sehingga cenderung mmpenangkan partai yang
herkuasa (Golkar). Karena dipandang sangat merugikan masyarakat secara
demokratis, lembaga ini digugat oleh kaum reformis agar tidak lagi sebagai
pelaksana pemilu, karena itu pemilu Juni 1999 menggunakan KPU sebagai

lembaga penyelenggara pemilu. . |
Satu hal yang patut dipersoalkan dalam kaitannya dengan pemilu

yang jurdil adalah apakah KPU dan semua panitia pemilihan umum sebagai
penyelenggara pemilu tersebut benar-benar ~merupakan lembaga
independen? Persoalan ini patut dikaji, karena sejak arus reformasi bergulir,
kaum reformis menerima pemilu sebagai langkah yang strategis, yang harus
dilaksanakan oleh lembaga yang independen, artinya lembaga yang bebas,
netral, atau tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu.

Jika melihat UU Pemilu, khusus mengenai KPU, ada beberapa
indikator untuk mengkaji independensi lembaga penyelenggara pemilu Juni
1999. Beberapa indikator tersebut adalah KPU terdiri atas unsur partai-
partai peserta pemilu dan pemerintah [Pasal 8 Ayat (2)], keanggotaan KPU
terdirt dari satu orang wakil dari masing-masing partai peserta pemilu dan
lima orang wakil pemerintah [Pasal 9 Ayat (1)]. Hak suara dari unsur
pemerintah dan wakil partai politik peserta pemilu ditentukan berimbang
[Pasal 9 Ayat (2)]. Dari tiga indikator itu, tampak ada hal-hal yang
meragukan independensi lembaga di atas.

Indikator pertama, memperlihatkan adanya unsur kepentingan yang
akan diperjuangkan setiap anggota KPU. Setiap anggota KPU masih
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independen, Panitia ini terdiri atas unsur parpol dan pc(rjrf(]:'nnta]l:, ﬂchl:]ggd
ada kepentingan politik yang mercka pchuang_kan dalam bc;;:m ,dddn

but, Padahal tuntutan reformis menghendaki penitia ini be s ari
e intah, schingga baik kinerja

; o ilu atau pcmerl
kepentingan politik kontcstan pemi 2 o
m?upun !l;ccbijakan yang dianbil sungguh-sungguh bebas dari subycktivitag

partai atau pemerintah.

D. Pengawas Pcmllu

Selain lembaga penyclenggara pemilu scperti di 'ata,s,bdal'a;rl rangka

pemilu yang jurdil juga dibentuk lcn.1baga pcnga}\]m;s yang crst; 211( ncttra}l(.
Kcberadaan panitia pengawas p?mllu adalah 'a yangd mu ad untu
menciptakan pemilu berjalan scsuai dengan peraturan perun ang-t;)n] alilgan.
Pada setiap pemilu, lembaga ini (dahulu discbut Panitia Pengawas Pelaksana
Pemilu atau disingkat Panwaslak pemilu) §elalu dl‘bcntuk dan dlbcq ,‘“‘%a?
melakukan pengawasan, Namun pada pcmllu-pc'ml]u lcrdz'lhu]u panmzf ini
tidak mampu melakukan tugasnya sccara obyektf karcna mdept':ndensmya
tidak ada. Ketika itu yang mcnjadi panitia pcngawas pcml'lu adala]?
kejaksaan, dari Kcjaksaan agung sampaj dan Iembz'iga-]cmbagfi kejaksaan d'l
dacrah, yang kescmuanya merupakan pcmc'rmtah, sch:pgga fungsi
pengawasannya cenderung memihak kaemm'ga'm partaj pengu'a'sa'/
pemcrintah yakni Golkar. Dalam cra rcformasi, panitia pengawas seperti ini
tidak scsuai dengan alam demokrasi, karcna ite pada pemilu Juni 1999
panitia terscbut diganti dengan scbutan Panitia Pengawas Pemilu (disingkat
Panwaslu).
Panwaslu 1999 fterdiri atas Panwaslu Pusat, Panwaslu Daerah
Tingkat I (Panwaslu I), Panwaslu Daerah Tingkat Il (Panwaslu II), dan
Panitia Pcngawas Tingkat Kecamatan (Panwascam). Panwaslu Pusat,
Panwaslu I, Panwaslu 1I terdirj atas unsur hakim, perguruan tinggi, dan
masyaraka, sedangkan Panwascam hanya terdiri atas unsur perguruan tinggi
dan masyarakat (Pasal 24), Unsur-unsur panwas demikian djmaksudkan
agar panwas terlepas dari kepentingan politik partai peserta pemilu maupun
pemerintah, schingga netralitas dan obyektivitas tugasnya bisa optimal.
Dengan demikian, panwas inj Iebih mendukung penciptaan pemilu jurdil.
Persoalannya adalah dapatkan Panwasiu menciptakan melaksanaan pemilu
berjalan luber dan jurd;l?

Sccara institusi, scbagaimana dikemukakan di atas, Panwaslu dapat
menciptakan pemilu berjalan Iuber dan jurdil. Namun secara operasional
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dan meninduklanjuti  temuan, sengketa, dan
y, untuk dilaporkun kepada instansi
Dari ketiga tugas di atas, ternyaty
y mengambil keputusan sendiri atay
milu, Karena andaikata Panwasly

penyclenggaraan pemily, |
perselisihan yung tidak dapat diselesakal
pencgak lmkun (Pasal 26 UU Pemilu).
Panwaslu tidak mempunyii keweningdl

sunksinya atas tcmuan pelanggaran pe ' !
menemukan  pelanggaran dan si palanggar tidak nenerima keputusan

Panwasly, maka Panwaslu tidak dapal memaksakannya, melainkan
melanjutkannya kepada intansi pencgak hukuim. Misalnya apabila Panwasluy

menemnukan pelanggaran yang bersifat administrasi berupa kekeliruan
pel suara, Panwaslu tidak bisa

aksanaan pemungutan atau pethitungan
memutuskan sendiri agar karcna harus membicarakan

pemilu dinlang,
dengan panitia pemilu dan diperkuat olch pemerintah dacrah setempat (Pasa]
76 UU Pemilu).
Seclain itu jika Panwaslu menemukan pelanggaran pemilu yang
misalnya adanya suap atau pemberian uang atau barang

pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau agar
gambi! keputusan

bersifat pidana,

(money politic) agar
memilih partai tertentu, Panwaslu tidak berwenang men

atas pelanggaran tersebut. Panwaslu hanya bisa melaporkannya kepada
instansi pencgak hukum (polisi) untuk diusut secara hukum pidana. Lebih
tidak adil lagi (dilihat dari kacamata pemilu jurdil) adalah yang diusul,
diadili, dan dipidana (jika terbukti) bukan partainya melainkan orang yang
melakukan tindakan tersebut (Pasal 72-75 UU Pemilu). Akibatnya, jika
money politic berjalan dan sudah mempengaruhi pemilih, kemudian partai
pf)lmk tersebut telah memperoleh banyak suara, partai tersebut tidak akan
dikenai sanksi apapun. Inilah antara lain kelemahan UU Pemilu yang
membuat Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa dan membuka peluang

terjadinya pemilu yang tidak jurdil.

IV. PENUTUP

Pemilu %cgiﬁar;(gagg trdran di atas, 'penulis dapat menyimpulkan bahwa
gl mcmbl o diharapkan belealan luber dan jurdil. Hal ini dalam
rakyat yakni glPllll ;ant;;%; P;;\:aklllaq 'ral::yat dan lembaga penjelmaan
. . g legitimit di mata rakyat, yan a
ﬁ;::ysuf;hgz;l)kan dapat t‘erbentuk pemerintah yang 1egyitimi): d% .ﬁa
schaga o am rangka itu, UU Pemilu telah menetapkan asas judil
asan pelaksanaan pemilu, memberikan kebebaasan kepada
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(ik mung) bakkan sebaiknya ikut bertindak

aporkan pelanggaran atau kejahan pemily
agar dapat ditindak lanjut;

an (poli

dan mcl
arat penegak hukun,

dengan berbagai pemberi
scbagai peugawas pemilu
kepada Pamwasli atau ap

sceara huku,
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